
 
 

 

 

KEPALA DESA NGRAYUNG 

KABUPATEN TRENGGALEK 

 

PERATURAN DESA NGRAYUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA NGRAYUNG, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat 

(2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2022. 

   

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



 
 

2. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor   1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 



 
 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara  Tahun 

2018 Nomor 611 ); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  21  Tahun 

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan  

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

13. Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 

94/ PMK. 07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covzd-19) Dan 

Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 825); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 



 
 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 

Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 

2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 

Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31); 

19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19); 

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2020 Nomor 10 ); 

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17); 

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4 ); 

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 



 
 

tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022  

(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26); 

24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82); 

25. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 3  Tahun 2019 Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Ngrayung Tahun 2019 Nomor 3  ); 

26. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Tahun 

2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2019 Nomor 

4 ); 

27. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2021 Nomor 5 ); 

28. Peraturan Desa Ngrayung Nomor 7  Tahun 2021 Tentang 

Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Desa Ngrayung Tahun 2021 Nomor 7)  

 

 

Dengan  Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAYUNG 

dan  

KEPALA DESA NGRAYUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.   

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2022 

dengan perincian sebagai berikut: 

1.Pendapatan Desa   Rp. 1.751.363.650,00 

2. Belanja Desa    Rp. 1.690.208.143,46 



 
 

    Surplus / Defisit   Rp. 61.155.506,54 

3. Pembiayaan Desa  

   a. Penerimaan Pembiayaan   Rp.   8.844.493,46 

    b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 70.000.000,00  

    Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.                 0,00  

 

Pasal 2 

 

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam  pasal 1 angka 

(1) terdiri dari  

a. Pendapatan Asli Desa 

b. Dana Transfer  

c. Lain-lain pendapatan desa yang sah  

2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Hasil Usaha  

b. Hasil Aset  

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong  

d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan  

e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah  

3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) 

terdiri dari jenis pendapatan  

a. ADD 

b. DD 

c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten 

d. BKK  

e. Bantuan keuangan lainya  

f. Lain-lain pendapatan transfer yang sah  

4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan  

a. Penerimaan dari kerjasama antar desa 

b. Penerimaan dari kerjasama desa dengan pihak ketiga 

c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

desa 

d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 

e. Bunga bank 

f. Lain-lain pendapatan desa yang sah  

 

 



 
 

Pasal 3 

 

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) 

terdiri dari  

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang dan jasa  

c. Belanja modal 

d. Belanja tak terduga 

Pasal 4 

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 

(3) terdiri dari : 

a. penerimaan pembiayaan  

b. pengeluaran pembiayaan  

2. penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) 

terdiri dari : 

a. Silpa tahun sebelumnya  Rp. 8.844.493,46 

b. Pencairan dana cadangan  Rp………… 

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  Rp…… 

d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

3. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan  Rp….…. 

b. Penyertaan modal    Rp. 70.000.000,00 

c. Pengeluaran pembiayaan lainya Rp…….. 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa Tahun 2022 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan desa ini 

Pasal 6 

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggaranya  

Pasal 7 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus 

memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 



 
 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat  

dan/atau permasalahan sosial;  

e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala 

Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan 

dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa 

mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan 

mengetahui camat ; dan  

f. berskala lokal desa. 

Pasal 8 

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaranya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan 

belanja tidak terduga. 

Pasal 9 

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil 

penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan 

lainya dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 10 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggaranya belum tersedia dalam tahun angaran ini ; dan  

b. keperluan mendesak lainya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

desa dan masyarakat. 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBDesa Tahun 

2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa 2022 

diatur dengan peraturan Kepala Desa. 

 

Pasal 12 

 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa 

Ngrayung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 



 
 

dan Belanja Desa Tahun 2021 (lembaran Desa Ngrayung Tahun 

2020 Nomor 9 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini  dengan penempatanya 

dalam  Lembaran Desa Ngrayung. 

 

 

Ditetapkan di :   Ngrayung 

Pada Tanggal :   30 Desember 2021 

KEPALA DESA NGRAYUNG 

                                                        

 

 

ADI SANTOSO 

 

 

Diundangkan di : Ngrayung 

pada tanggal  : 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DESA NGRAYUNG 

 

 

 

PARYADI 

 

LEMBARAN DESA NGRAYUNG TAHUN 2021  NOMOR 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATATAN… 

1. urut-urutan nomer perdes dalam konsideran mengingat dapatnya 

diurutkan dari yang tahun tertua  

2. urut-urutan nomer perdes dalam konsideran mengingat  jika tahunya 

sama.. dapatnya diurutkan dari yang nomer terkecil 

3. untuk kejelasanya dapat koordinasi lebih lanjut dg DPMD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK  

KECAMATAN GANDUSARI 

DESA NGRAYUNG 

Jalan Raya Gandusari – Kampak  

Email: pemdesngrayung2018@gmail.com Kode Pos: 66372 

 

 

NASKAH 

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERMUSAWARATAN DESA  

DAN 

PEMERINTAH DESA NGRAYUNG 

TENTANG 

RANCANGAN PERATURAN DESA NGRAYUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRAYUNG 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur,, maka pada hari ini, Kamis tanggal 

Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu  bertempat di Balai 

Desa Ngrayungi, telah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Ngrayungi Tahun Anggaran 2022 antara Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk 

menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021, 

sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini. 

Demikian naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh 

tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
KEPALA DESA 

NGRAYUNG No Nama Jabatan 
Tanda 

Tangan 

1 SUDARSONO Ketua BPD …………… 
 

 

ADI SANTOSO 

2 ISWAHYUDI WakilKetua 
.…………. 

3 MADYA JULININGTYAS Sekretaris …………… 

mailto:pemdesngrayung2018@gmail.com


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 WARNO Anggota 
............. 

5 BAMBANG WAHYUDI Anggota …………… 

6 RAHMANU ARIK B. Anggota ……………  

7 ANDRI GAYUH M. Anggota …………… 

8 ALISKA NURFAJAR A. Anggota …………… 

9 KUSAERI Anggota …………… 



 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DESA NGRAYUNG 

KECAMATAN GANDUSARI 

KABUPATEN TRENGGALEK 

 

 

RANCANGAN PERATURAN DESA NGRAYUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

DESA NGRAYUNG 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

 

DESA NGRAYUNG 

KECAMATAN GANDUSARI 

KABUPATEN TRENGGALEK 
TAHUN 2021 

 


